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KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Ayu Lestari*, Ridwan*, Iza Rumesten*

Abstrak: Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu manifrstation demokrasi adalah Pemilihan Umum (GE). Pada akhirnya, kekuasaan rakyat tampaknya masih memiliki peran besar dalam Pemilihan Umum. Ini bisa dilihat dari pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kota Makassar. Orang-orang Makassar lebih suka kotak kosong daripada satu-satunya kandidat yang didukung oleh partai politik. Penelitian ini membahas tinjauan yuridis tentang kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ini adalah penelitian normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum yang diambil dari data sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dibagi menjadi faktor yuridis dan non-yuridis. Faktor yuridis dimulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 / PUU-XIII / 2015. Faktor non-yuridis adalah sebagai berikut: proses pencalonan membutuhkan biaya tinggi dan keberadaan politik uang; lemahnya daya saing kandidat dalam persaingan politik; kepentingan politik elit politik; dan kegagalan partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada kader. Konsekuensi hukum dari memenangkan kotak kosong terhadap kandidat tunggal adalah bahwa jika kandidat tunggal kehilangan perolehan suara sah kurang dari 50%, maka pemilihan berikutnya akan diadakan lagi di tahun berikutnya.
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Pendahuluan

Partai politik sejatinya diklaim memiliki dominasi kuat dalam perhelatan pesta demokrasi, sehingga terkadang menapikkan peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu  sendiri yaitu rakyat. Walau memang dapat diakui adanya calon tunggal dalam Pemilukada serentak yang terjadi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik.Keadaan dari munculnya “calon tunggal” merupakan keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa.Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.[footnoteRef:2] [2:  Dhesinta, Wafia Silvi, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 97.] 

Dalam Pemilukada serentak 2018, ada 16 calon yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Walikota dan Bupati, yaitu Padang Lawas Utara Sumatera Utara, Prabumulih Sumatera Selatan, Kabupaten Tangerang Banten, Kota Tangerang Banten, Tapin Kalimantan Selatan, Mamasa Sulawesi Barat, Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, MamberamoTengah Papua, Jayawijaya Papua, Kabupaten Puncak Papua, Deli Serdang Sumatera Utara, Lebak Banten, Pasuruan Jawa Timur, Enrekang Sulawesi Selatan, Bone Sulawesi Selatan, dan Makassar.[footnoteRef:3] [3: Herianto Batubara (Kontributor detikNews), 2018, “Pilkada 2018 Kotak Kosong Nyaring Bunyinya”, diakses pada laman website :https://news.detik.com/berita/4087256/pilkada-2018-kotak-kosong-nyaring-bunyinya, diakses pada 1 Juli 2018, pukul 08.00 WIB.] 

Pada perjalanannya, kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilukada. Hal itu terlihat pada Pemilukada yang terjadi di kota Makasar.Menurut hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, kotak kosong menang di sejumlah TPS pada Pilwalkot Makassar, Wilayah Lebak, Banten, dan Pilwalkot Tangerang. Di Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar khususnya, berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei di Indonesia[footnoteRef:4], pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah dari kotak kosong. Sekitar 53% pemegang hak pilih di Makassar mencoblos kotak kosong.Meski demikian, harus tetap menunggu hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau umumnya disebut real count.[footnoteRef:5] [4: Lembaga itu antara lain dari Celebes Risert Centre (CRC), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).]  [5:  Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI), 2018, “Kotak Kosong Menang di Pilkada Makassar, Mendagri Tunggu Real Count KPU”, diakses pada laman website :https://www.liputan6.com/pilkada/read/3573363/kotak-kosong-menang-di-pilkada-makassar-mendagri-tunggu-real-count-kpu, diakses pada 1 Juli 2018, pukul 08.00 WIB.] 

Sebagaimana diketahui, dalam Pemilukada Makassar 2018, pasangan Appi-Cicu diusung Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai PKB, Partai PPP, Partai PBB, Partai PKS, dan Partai PKPI. Koalisi ini mendapatkan 43 dari 50 kursi DPR di kota Makassar. Sedangkan pasangan berikutnya, yaitu Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramusti (DIAMI), maju dari jalur independen.Namun di tengah tahapan, terdapat sengketa Pemilukada yang menyebabkan pasangan DIAMI terdiskualifikasi.Awalnya, pasangan DIAMI digugat di Panwaslu terkait beberapa dugaan pelanggaran Pemilukada.Namun, Panwaslu menolak gugatan tim Appi-Cicu dan menetapkan 2 pasangan calon dalam Pemilukada Makassar 2018.Tidak puas dengan putusan Panwaslu Makassar, tim Appi-Cicu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar. PT TUN Makassar pun menerima gugatan tim Appi-Cicu dan meminta KPU Makassar menggugurkan pasangan DIAMI.Selanjutnya, KPU Makassar melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA).Lagi-lagi, putusan MA mempekuat putusan PT TUN Makassar agar pasangan DIAMI digugurkan dalam Pemilukada Makassar 2018.Akhirnya, pasangan Appi-Cicu menjadi calon tunggal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Berdasarkan rapat pleno hasil perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tanggal 6 Juli 2018, KPU Makassar menetapkan kotak kosong sebagai pemenang dalam Pemilukada Makassar 2018, mengalahkan calon tunggal Appi-Cicu. Dalam rekapitulasi suara, kotak kosong menang di 13 Kecamatan di Kota Makassar.Sedangkan calon tunggal Appi Cicu hanya menang di dua Kecamatan.[footnoteRef:6]kenyataan dan fenomena kotak kosong seolah membuka lebar mata seluruh komponen bangsa, bahwa sejatinya Pemilukada harus dapat benar-benar menampilkan tokoh pilihan rakyat, bukan hanya pilihan partai politik. Permasalahan dalam penelitian ini yaituapakah faktor-faktor penyebab pencalonan tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah ? [6: Abdullah Mansur (Komisioner KPU Makassar), 2018, "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018", diakses pada laman website :https:// regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018, diakses pada 1 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.] 



Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukummenggunakan studi kepustakaan.Bahan hukumkemudiandiolah dengan cara melakukan inventarisasi dan sistematisasi.Analisis bahan penelitiansecara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secaradeduktif.

Pembahasan

Faktor-FaktorPenyebab Pencalonan Tunggal 

1. Faktor Yuridis adanya calon tunggal

Sebelum tahun 2015, realitas kemunculan calon tunggal di Pemilukada menuai pertanyaan dari berbagai pihak mengenai apakah Pemilukada akan dilanjutkan atau tidak mengingat belum ada peraturan undang-undang yang membahas tentang masalah tersebut. Kemudian  ada seorang warga negara bernama Effendi Ghazali seorang Pakar Komunikasi politik sekaligus Dosen di Universitas IndonesiamengajukanPermohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pemohon merasahak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015[footnoteRef:7]. Akhirnya, setelah Mahkamah Konstitusi melakukan uji Materilkeluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang didalamnya menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak.[footnoteRef:8] [7: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, hlm. 3.]  [8:  Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Lihat : Pertimbangan huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.] 

Terkait dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) berbunyi :
“Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.”

Ketentuan di atas, mengalami perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Ketentuan Pasal 14 selengkapnya berbunyi :
“Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, berbunyi :
“Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.”

Kedua ketentuan di atas menyatakan bahwa surat suara pada pemilihan satu pasangan calon yang akan dicoblos, memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar, sehingga secara yuridis mengakibatkan ramainya Pemilukada dengan hanya satu pasangan calon yang melawan kolom kosong.

2. Faktor non yuridis ProsesPencalonan Membutuhkan Biaya Tinggi danMoney Politic

Demokrasi transaksional saat ini tidaklah mudah, karena menuntut biaya yang tinggi dalam proses pencalonan. Selain menuntut biaya pembuatan berbagai properti pengenalan calon melalui spanduk, stiker, dan lain sebagainya, bila tidak mempersiapkan pula mahar  politik  (money politic) kepada  partai  politik, sudahlah pasti seseorang yang berhasrat  menjadi  kepala  daerah  tidak akan  dapat  mencapai  impiannya. Mahar  politik  seakan  menjadi  hal yang  lumrah,  karena  dianggap  sebagai ongkos  perahu yang  dalihnya nanti  dijadikan  sebagai  dana  pembiayaan  untuk  menjalankan  roda kendaraan  partai.  Layar  perahu  kapal  partai politik  dipastikan  tidak  akan terkembang, dan  kapal  partai politik tidak akan  berlayar  untuk membawa  diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.[footnoteRef:9] [9:  Nur Rohim Yunus, “Mahar Politik Calon Kepala Daerah”, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1e, 2018, ISSN 2338-4638, Pusat Studi Konstiusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 9.] 

Fenomena pencalonan tunggal yang lahir karena mahalnya mahar dari partai pengusung, maka secara rasional, jika ada calon Petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon, karena untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Pusat bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa.[footnoteRef:10] [10:  Iza Rumesten, Op. Cit., hlm. 80.] 


3. Faktor non yuridis Lemahnya Daya Saing Bakal Calon dalam Kompetisi Politik

Pemicu adanya calon tunggal di Pemilukada disebabkan karena calon yang maju memborong dukungan semua partai politik, sehingga menutup peluang bagi putra daerah lain untuk dapat maju menjadi calon wali kota. Artinya dengan modal yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan. Meski hal ini tidak juga dapat disalahkan, karena sejatinya Pemilukada merupakan pertaruhan untuk dapat menang dan menduduki kekuasaan.Akan tetapi yang salah adalah lemahnya daya saing dan ketidakberanian melakukan kompetisi dalam pertarungan[footnoteRef:11].Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran.Bahkan, kata yang pantas untuk kondisi ini yaitu adanya egoisme kekuasaan[footnoteRef:12].Padahal, pertarungan yang sejati adalah saat ada lawan yang ada di hadapan, sehingga bila kemenangan yang diraih, atau kekalahan yang didapat, semua merupakan wujud ketangguhan dan keberanian yang sebenarnya.[footnoteRef:13] [11: Sebagaimana ditulis oleh Robert A. Dahl dalam buku yang berjudul On Democracy, secara teoritis kriteria demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi dan partisipasi, namun keadaan-keadaan empirik tidak dapat dibatasi perubahan dan perkembangannya. Demokrasi yang berkualitas harus disertai proses check and balance, sehingga kekuasaan dapat terdistribusi secara adil untuk menghindari tirani kekuasaan. Lihat : Robert A.Dahl, 2001, Perihal Demokrasi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 21.]  [12: Keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu Petahana dan partai politik. Petahana berkepentingan untuk menjaga status quo, tetap berkuasa, dengan cara menjegal saingan lewat “borong partai”. Sementara itu, partai-partai berkepentingan untuk menang dan/atau mendompleng petahana.Lihat : Lili Romli, 2018, “Calon Tunggal dan Defisit Demokrasi”, diakses pada laman website : http://mediaindonesia.com/read/detail/141847-calon-tunggal-dan-defisit-demokrasi, diakses pada 27 September 2018, pukul 09.00 WIB.]  [13:  Nur Rohim Yunus, “Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada”, Jurnal Hukum ADALAH (Buletin Hukum dan Keadilan), Vol. 2, No. 7e, 2018, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.70.] 


4. Faktor non yuridis Kepentingan Politik para Elite Politik
Partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak, dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Alih-alih sebagai bagian dari institusi sosial untuk menyiapkan calon-calon pemimpin, partai terkesan hanya digunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya pragmatis oleh para elitenya, yang tak menutup kemungkinan tak lepas pula dari adanya konflik elite[footnoteRef:14].Partai politik mestinya malu dengan Pemilukada yang hanya menampilkan calon tunggal.Akan tetapi, rupanya rasa malu itu dengan mudah bisa disingkirkan karena ada kepentingan pragmatis tadi.[footnoteRef:15] [14: Konflik elit dibagi menjadi dua kategori, yaitu elit politik lokal dan elit non politik lokal. Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab,motif dan kepentingan politiknya. Lihat : Siti Dwi Puspitasari, “Peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) Dalam Kemenangan Kotak Kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 4.]  [15: Lili Romli, 2018, “Calon Tunggal dan Defisit Demokrasi”, diakses pada laman website :http://mediaindonesia.com/read/detail/141847-calon-tunggal-dan-defisit-demokrasi, diakses pada 27 September 2018, pukul 09.00 WIB.] 

5. Faktor non yuridis Kegagalan Partai Politik Memberikan Pendidikan Politik bagi Kader

Partai politik selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kaderkadernya, termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapakn kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional.Tetapi, fenomena calon tunggal justru lahir karena mesin partai yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik.Hal ini dikarenakan[footnoteRef:16] Partai politik tidak mampu mencetak kader yang berkualitas, alih-alih melaksanakan pendidikan politik, justru partai politik condong pragmatis dengan memilih calon yang sudah populer.[footnoteRef:17] [16:  Iza Rumesten, Op. Cit., hlm. 80.	]  [17: Maemanah (Akademisi di Universitas Sawerigading Makassar), 2018, “Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada”, diakses pada laman website :https://gosulsel.com/2018/03/12/calon-tunggal-melawan-kotak-kosong-dalam-pilkada/, diakses pada 27 September 2018, pukul 08.30 WIB.] 


Penutup
Kesimpulan

Dari uraian pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Faktor penyebab pencalonan tunggal dalam Pemilukada dibagi menjadi faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis, diawali dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak. Faktor non yuridis, bahwa : proses pencalonan membutuhkan biaya tinggi adan adanya money politic; lemahnya daya saing bakal calon dalam kompetisi politik; kepentingan politik para elite politik; dan kegagalan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader.

Saran
Perlu meninjau kembali peraturan normatif mengenai Pemilihan dengan pasangan calon tunggal, agarcitra partai-partai politik dipercaya oleh masyarakat, mengingat faktor-faktor negatif yang timbul sebagai penyebab adanya mayoritas partai politik yang mengusung pasangan calon tunggal. Selain itu, biaya politik yang mahal akibat adanya sistem “mahar”, maka Pemilihan berikutnya mesti menciptakan biaya politik yang lebih murah dan tidak banyak menghabiskan uang negara. Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, selain ditindak lanjuti dalam skala peraturan pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, maka ke depan perlu pula ditindaklanjuti dalam level undang-undang,melalui revisi,baik penghapusan,perubahan, penambahan, atau penyisipan pasal dalam ketentuan yang mengatur mengenai penetapan pasangan calon pada Pasal 49 s/d Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
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